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1.

2.

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan serta jaminan sosial yan5l memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program jaminan
ketenagake{aan pada setiap pekerja yang berada di
Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar
hidupnya, perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan

peke{a yang berada di Daerah dalam program jaminan

sosial ketenagakery'aan ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, pembangunan keten agake{ aan perlu

diselenggarakan melalui asas keterpaduan, dan

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dal huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Sosial Ketenagakefaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang

Ketenagake{aan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O03 Nomor 39, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279) se bagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Und;ang Nomor 2

Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang

(t,embaran Negara Republik Indonesria Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan kmbaran 'Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarabahan ['embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4't56) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Un'lang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan (Lembaran Negara R.epublik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahurr 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Flepublik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahurr 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (l,embaran Negara llepublik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomr:r 116, Tambahan

l.embaran Republik Indonesia Nomor 1i256) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciprta Ke{a menjadi

Undang-Undaag (Lembaran Negara Flepublik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahu.n 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5,587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara R'epublik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Talun 2013 tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Adnrinistrasi Kepada

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Nellara dan Penerima

Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5481);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tatrun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Ker:elakaan Kela dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Iiepublik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemeriretah Nomor 82

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Ke<:elakaan Kerl'a dan

Jaminan Kematian (lembaran Negara JRepublik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6427);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan F'ensiun (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 12015 Nomor 155,

Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5715);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 15 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun j2O15 Nomor 156,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O15 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonr:sia Tahun 2015

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O21 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Ke.hilangan Pekerjaan



(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l

Nomor 47, Tambahan Lembaran :\egara Republik

Indonesia Nomor 6649);

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan Kepesertaan Jaminan tiosial (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

14. Peraturan Menteri KetenagakerjaeLn Nomor 29

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan,

Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 1513);

15. Peraturan Menteri Ketenagakeg'aan Notnor 4 Tahun 2018

tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi

Administratif Tidal< Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

Bagi Pemberi Ke{a Selain Penyelenggara Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 247);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2O22
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pe mbayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Itepublik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PIII{YELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAI{ERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tora-ia Utara.
2. Bupati adalah Bupati Torqja Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
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4. Dinas adalah Perangkat Daerah yarLg melaksanakan

urusan Pemerintahan bidang ketenagalierjaan di Daerah '

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

yang selanjutnya disebut BPJS KetenaLgakerjaan adalah

badan hukum publik yang berada di bawah dan

bertanggunglawab kepada Presiden yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja,

Jaminan Hari T\ra, Jaminan Kematian, Jaminan

Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pek:rjaan.

6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagake{aan yang selanjutnya disebut Kantor

Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalalt perwakilan BPJS

Ketenagakerj aan di Daerah.

7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan

sosial untuk menjamin seluruh nrJryat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan a,lalah salah satu

Jaminan Sosial yang berisi progran:. berupa Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari
T[a, Jaminan Pensiun, dan Jarninan Kehilangan
Peke{aan.

9. Jaminan Kecelakaan Ke{a yang selmjutnya disingkat
JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta

menga-lami kecelakaan ke{a atau penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.

10. Jaminan Kematian yang selanjutnlra disingkat JKM
adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli
waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan keq'a.

11. Jaminan Hari Tua yang selanjutrrya disingkat JHT
adalah manfaat uang tunai yang dilnyarkan sekaligus
pada saat peserta memasuki usia trrcnsiun, meninggal
dunia, atau mengalami catat total teta.p.

12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya d.isingkat JP adalah
jaminan sosial yang bertujuan untu.k mempertahankan
derajat kehidupan yang layak bagi pe serta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan pernghasilan setelah
peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total
tetap, atau meninggal dunia.



13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan l/ang selanjutnya

disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan

kepada pekerja/buruh yattg mengalami pemutusan

hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses

informasi pasar kerja, dan pelatihan k:fa.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagake{aan di

Daerah adalah penyelenggaraan proglam dan kegiatan

yang menjadi lingkup kewenangan Pr:merintah Daerah,

dalam rangka terlaksananya peningl<atan kepesertaan

program jaminan sosial ketenagake{znn dan menjamin

seluruh tenaga kerja agar dapat mernenuhi kebutuhan

dasar hidupnya yang layak.

15. Pemberi Kerja adalah orang perseorErngan, pengusaha,

badan hukum, atau badan lainnya yang mempekelakan

tenaga kerja atau penyelenggara negara yang

mempekerjakan aparatur sipil negara, pejabat negara

non aparatur sipil negara, dan pegeLwai non aparatur
sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan

dalam bentuk lainnya.
16. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan nellara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-unda:rgan yang berlaku.

17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan peke{aan Konstruksi, dan layanan
konsultasi pengawasan pekerjaan konrstruksi.

18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah ol:ang perseorangan

atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan
layanan Jasa Konstruksi.

19. Pekelaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan pada proyek pere.ncanaan dan/ atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanil,al, elektrikal, dan
tata lingkungan masing-masing beserba kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk lisik
lainnya.

20. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekefa paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar iuran.
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21. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima gaji, upah, atau imbalan dahm bentuk lain.

22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur

oleh Peserta, Pemberi Keq'a, danT'atau Pemerintah

Daerah.

23. Upah adalah hak Pekerja yang diterinra dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan rlari Pemberi Kerja

kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Peke{a

dan keiuarganya atas suatu pekerj aan danlat-au jasa

yang telah atau akan dilakukan.
24. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang beke{a dengan

upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah

standar, memiliki pekerjaan tidak st rbil, dan memiliki

tingkat kesej ahteraan rendah.

25. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah

pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial

ketenagakerjaan Peserta Bukan Penerima Upah di
Daerah yang dibiayai oleh anggarar:L pendapatan dan

belanja Daerah, donasi dan/atau sunrber anggaran lain
yang sah dan tidak mengikat.

26. Tirrr Koordinasi Pembinaan adalah tina yang terdiri atas

unsur Perangkat Daerah terkait rlan unsur BPJS

Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan,

yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.
27. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan

Pemerintah Daerah kepada peke{a yang termasuk
kategori rentan.

28. Uniuersal Couerage Jaminan Sosiali Ketenagakeg'aan
(UGi) adalah perlindungan jaminan sosial

ketenagakeq'aan bagi seluruh peft:erja formal dan
informal yang terdaftar sebagai Pes,:rta dan memiliki
akses pelayanan manfaat yang adil da:r sama.

29. l,embang atau desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat.

30. Peke{a Sosial Keagamaan adalah rrctiap orang yang
bekeq'a melayani masyarakat dan jamraat atau nama lain
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sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang

terdaftar/diakui dalam Negara Ke satuan Republik

Indonesia.

31 . Pekerja Migran Indonesia selanjutnva disingkat PMI

adalah Warga Negara Indonesia (W.NI) baik laki-laki
maupun perempuan yang bekerja di lr.rar negeri dengan

jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian keq'a

melalui prosedur penempatan PMI.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan

kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. optimalisasi cakupan kepesertaan l)rogram Jaminan

Sosial ketenagakedaan;

b. penjaminan seluruh tenaga keq'a agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak; dan

c. meningkatkan kesejahteraan pekerja dem sebagai langkah
penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERT,\AN

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKIIRJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4
(1) Program Jaminan Sosial ketenagakerja.an meliputi:

a. JKK;

b. JKM;

c. JHT;

d. JP; dan

e. JKP.

(2) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BpJS
Ketenagake{aan.

(3) Pelaksanaan Jaminan Sosial ketenag:d<erjaan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peratlran perundang-
undangan.

8



Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

(1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta

program Jaminan Sosial ketenagakerja,an.

(2) Peserta program Jaminan Sosial ketenagakeg'aan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tt:rdiri atas:

a. Peserta penerima Upah:

b. Peserta bukan penerima uPah;

c. Pekerja sektor Jasa Konstruksi;

d. Peke{a Migran Indonesia; dan

e. Pekerja Sosial Keagamaan.

(3) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Keq'a

penyelenggara negara; dan

b. Pekeqja yang bekerja pada Pen:Lberi Kerja selain

penyelenggara negara.

Pasal 6

(1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kr:rja penyelenggara

negara sebagaimana dimaksud dalarrL Pasal 5 ayat (3)

huruf a terdiri atas:

a. pejabat negara non-aparatur sipil rLegara;

b. tenaga kontrak Daerah atau sebut€m lainnya;

c. aparatur Lembang;

d. Pegawai non aparatur sipil negara pada l,embaga

negara;

e. anggota badan permusyawaratan Lembang;

f. lembaga adat Lembang; dan
g. lembagakemasyarakatan.

(2) Peke{a yang bekerja pada Pemtreri Kerja selain
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {3) huruf b terdiri atas:

a. peke{a pada perusahaan swasta dan badan usaha
milik Daerah;

b. pekerja pada orang perseorangan;

c. orang asing yang beke{a di Indonesia paling singkat
6 (enam) bulan;

d. peke{a dalam masa percobaan;
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e. komisaris dan direksi badan usatLa yang menerima

upah; dan

f. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima

upah.

(3) Perlindungan Jaminan Sosial Kete.nagakefaan bagi

Pekerja sebagaimana dimaksud pada alrat (1) dan ayat (21

menjadi kewajiban masing-masing Pem beri Kefa.
(4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosiell Ketenagakerjaan

bagi Pekerja sebagaimana dimaksud 1:ada ayat (1) dan

ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b rn.erupakan Peke{a

perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara

mandiri untuk memperoleh penghasjlan dari kegiatan

usahanya, meliputi:
a. Pemberi Kerja;

b. Pekeq'a di luar hubungan keqja atar: pekeq'a mandiri;

c. Pekerja magang, siswa kerja praktik, peserta

pengembangan pendidikanlpelatihan/persiapan atau
kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam
proses asimilasi yang dipeke{akan pada Pemberi

Ke4a;

d. Peke{a Rentan; dan

e. pekerja yang tidak termasuk dalanr huruf a, huruf b,

hurufc, dan huruf d yang bukan penerima upah.
(2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi

pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertanggungan masing-masing individtr.

(3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosiril Ketenagakeq'aan

bagi Pekeqja 5sfagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan kete ntuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pekeq'a sektor Jasa Konstruksi seba5laimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan setiap Pekerja
yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi,
termasuk Peke{a harian lepas, boronlgan, musiman dan
Peke{a pe{anjian waktu tertentu.

L0



(2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagt

Pekeq'a sektor Jasa Konstruksi sebag,aimana dimaksud

pada ayat tl) menjadi kewajibar:L Penyedia Jasa

Konstruksi sebagai Pemberi Kerja.

(3) Penyedia Jasa Konstruksi selaku Pemberi Kela
sebagaimana dimaksud pada rlyat (21 wajib

mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam

perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah

ke{a diterbit}an.
(41 Tata, cara perlindungan Jaminan Sosir Ketenagakerjaan

bagi Pekeda Sektor Jasa Konstnrksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pekerja Migran Indonesia sebagaiman,a dimaksud dalam

Pasal 5 ayat(21hurufd terdiri atas:

a. calon Pekerja Migran Indonesia alau Pekerja Migran

Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana

penempatan; dan

b. calon Pekerja Migran Indonesia alau Pekerja Migran

Indonesia perseorangan.

(2) Perlindungan Jaminan Sosial Kete:nagakeqlaan bagr

Pekefa Migran Indonesia sebagaimar':La dimaksud pada

ayat (1) menjadi pertanggungan masinl;-masing individu.

(3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosirel Ketenagakerjaan

bagi Peke{a Migran Indonesia sebaglaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undalgan.

Pasal 10

(1) Peke4'a Sosial Keagamaan sebrga imana dimaksud dalam
Pasai 5 ayat (21 huruf e meliputi setiap orang yang aktif
bekeq'a dalam pelayan an /keglatar- masing-masin g agama

atau kepercayaan yang diakui keaktifannya oleh pemberi

keqja pada masing-masing agama atau .kepercayaannya.

(2) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja Sosial Keagamaan sebaSlaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKEITJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib berperan da,lam pelaksanaan

Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah dengan

tujuan untuk:
a. memberikan perlindungan J aminan Sosial

ketenagakerjaan bagr seluruh Pekerja baik penerima

Upah, Pekeq'a bukan penerima Uprrh, Pekerja Sektor

Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia;

b. mengawasi pelaksanaan pelayana: Jaminan Sosial

ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh

Pekeda;

c. mencegah kemiskinan baru dalam masyarakat

Pekefia; dan

d. mewujudkan Uniuersal Couerage Jaminal Sosial

(UCJ) Ketenagake{ aan di Daerah.
(2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan

upaya:

a. menyusun, menetapkan dan merrgevaluasi regulasi
Jaminan Sosial ketenagake{aan di tingkat Daerah

secara berkala;

b. menyusun perenc€rnazrn perlindungan Jaminan
Sosial ketenagakerjaan bagi mitre, keqia dan tenaga
ke{a binaan masing-masing peran.gkat daerah dalam
setiap program/ kegiatan ;

c. mengalokasikal anggaran ur.tuk mendukung
pelaksanaan Program Jrrminan Sosial
ketenagake{aan sesuai kemampuan keuangan
Daerah;

d. peningkatan dan perluasan cal:upan kepesertaan
program Jaminan Sosial ketenagid<erjaan;

e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan
progfarn Jaminan Sosial ketenagak:g'aan di Daerah;

f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan
terkait;
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g. melakukan sosialisasi bersama BPJS Ketenagake{aan

mengenai pentingnya Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan.

h. mengevaluasi pelaksanaan Program Jaminan

Sosial ketenagakerjaan secara berkala; dan

i. pembinaan dan penga.wasan pekrksanaan regulasi

Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Pemberi

Kerja/badan usaha/ swasta/ bisnislindustri.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pent:rima Upah yang
Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Peke{a

penerima Upah yang bekerja pada perLyelenggara neg€rra

mendapatkan perlindungan J,aminan Sosial

ketenagakerjaan.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan da.ta valid berbasis

nomor induk kependudukan untuk seluruh Peke{a yang

beke{a pada penyelenggara negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pendaftaran

sesuai data sebagaimana dimaksud p:rda ayat (2) dalam

program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP secara bertahap

kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Pertanggungan perlindungan J aminan Sosial

Ketenagakerjaan bagr Peke{a penerima Upah yang

bekeq'a pada penyelenggara negara dapat dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran

pendapatan dan belanja Lembang sr:suai kemampuan

keuangan, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan

tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakeg'aan bagi

seluruh Pekerja penerima Upah yzmg bekerja pada

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekeda Penr:rima Upah yang
Beke{a Pada Selain Penyelenggara Negara

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekela
penerima Upah yang bekerja pada se-iain penyelenggara

negara untuk mendapatkan perlindungan Jaminan

Sosial ketenagakerjaan.

(2) Pemerintah Daerah menyusun melamisme pengajuan

perizinan badan usaha, dengan bttkti perlindungan

Jaminan Sosial ketenagakerjaan pemberi ke{a dan

tenaga kerja penerima upah pada selain penyelenggara

negara sebagai salah satu persyaratan.

(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaksanrran perlindungan

Jaminan Sosial ketenagalerjaan pada Pemberi

Kerja/badan usaha yang mempel<erjakan Peke{a
penerima upah sebagaimana dimakstrd dalam Pasal 6

ayat (21.

(4) Perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagt

Pekery'a penerima upah yang bekr:rja pada selain

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat {21 dilaksana}an sesuai rlengan ketentuan
peraturan perundang-undangal.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan

Sosial Ketenagaledaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja bukan
penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan
JKM, serta dapat mengikuti program JHT.

(2) Dafam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1),

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait
memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial
ketenagakerl'aan kepada seluruh Pekerja. bukan penerima
upah.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
berupa sosialisasi secara efektif dan ehsien, dukungan
data yang valid, penanggungan beban iuran
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periindungan, atau pengawasan langsung melalui

perangkat daerah terkait yang membina Pekerja bukan
penerima upah.

(4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagr

seluruh Pekerja bukan penerima Upah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peratltran perundang-

undangan.

Pasal 15

(1) Untuk kategori pekeq'a di luar hubungan kela atau
pekerja mandiri dan pekeqia rentan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l\ huruf b dan huruf d,

Pemerintah Daerah dapat melak.ukan percepatan

perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial

ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
(2) Stimulus bantuan iuran sebagaimala dimaksud pada

ayat (1), dapat bersumber dari anggar€m pendapatan dan
belanja Daerah, kontribusi badan usra.ha dalam bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber
lainnya yang sah,

(3) Percepatan perluasan cakupan perlirrdungan Jaminan
Sosial Ketenagake{aan sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undarLgan.

Bagran Kelima
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlind.ungan Jaminan

Sosial Ketenagake{aan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mewajibkan Penyedia Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21

untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakeq'aan bagr seluruh tenaga kerja pada proyek
yang dilaksanakan.

{2) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu program.IKK dan JKM.

(3) Dalam hal memastikan perlindungan t,agi seluruh tenaga
ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani
urusan pemerintahan di bidang pek:rjaan umum dan
perumahan ralqzat menyusun mekani.sme teknis untuk
mempersyaratkan bukti perlindungart Jaminan Sosial
ketenagakerjaan sebagai salah satu 1:ersyaratan dalam
dokumen pekerjaan konstruksi.
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(4) Perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada

pekerja Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undalgan.

Pasal 17

(1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi
yarrg bersumber dari pendanaan swasta wajib

mendaftarkan proyek yang dilaksarLalan pada BPJS

Ketenagakerjaan.
(2) Pendaftaran perlindungan Jrminan Sosial

ketenagakerjaan pada proyek konstrul:si yang bersumber

dar:i pendanaan swasta dilaksanakrn sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undar.gan.

Bagian Keenam
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlinilungan Jaminan
Sosial Ketenagakedaan Bagi Pekerja M:igran Indonesia

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi
mengenai teknis penyaluran Pekerja Migran Indonesia
secara prosedural.

(2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a sudah terlindungi oleh prograrr JKK dan progrErm

JKM sebelum melaksanakan tugas.
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BAB IV
PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 19

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan Daerah memberikan bantuan iuran setiap
tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada
Pekerja Rentan yang dimulai dengan hogram JKK dan
JKM sedangkan Program lainnya dilakukan secara
bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2) Bantuan iuran kepada Pekeq'a Rentan diberikan dengan
syarat:

a. usia Pekery'a diantara 17 (tujuh belas) tahun sampai
dengan 65 (enam puluh lima) tahurr saat didaftarkan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah; dan

c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(3) Bantuan Iuran melalui Program Perlindungan Pekery'a

Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat



diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara

berkelanjutan.

Pasal 20

(1) Bupati menyelenggarakan prograrn perlindungan

Jaminan Sosial Ketenagakedaan bagi Pekerja Rentan di

Daerah, meliPuti:

a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat

Daerah;

b. tenaga relawan, pekerja padal karya, pelaku

olahraga, Pelaku seni; dan

c. Pekerja Rentan lainnya yang berperrghasilan rendah'

(2) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam bentuk pendaftaran dran bantuan iuran

kepesertaan.
(3) Penetapan penerima bantuan iuran brrgi Pekeq'a Rentan

perlu mempertimbangkan kerentanan lerkait gender, usia

dan/atau kondisi disabilitas pekerjanyll.

(4) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan dan dilaksanakan tiesuai kemampuan

keuangan Daerah.

(5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oieh Dinas.
(6) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data

aktual yang disediakan oleh Dinas.
(7) Pekerja Rentan yang mendapatka:r bantuan iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dan dilaksanakem sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undar:.gan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAW'SAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

(1) Pembinaan Penyelenggaraan .laminan Sosial

Ketenagakerjaan di Daerah dilakukrr secara terpadu
oleh Dinas, seluruh organisasi Perangkat Daerah terkait,
dan BPJS Ketenagakeq'aan.

(2) Keterpaduan unsur perangkat dzLerah dan BPJS

Ketenagakerjaan dilakukan dalam bent:uk koordinasi.
(3) Koordinasi pembinaan pada tingkat D,rerah sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) dilakukan oteh tim koordinasi
pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati.
(4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan

tim koordinasi pembinaan sebagaima:ra dimaksud pada

ayat (3) terdiri atas unsur Dinas, Perangkat Daerah

terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

(1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pe,keq'a yang beke{a
pada Pemberi Kela selain penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan
kepada tim koordinasi pembinaan se,jap 3 (tiga) bulan
sekali.

(2) Tim koordinasi pembinaan melakukarr langkah-langkah
kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagake{aan.

(3) Tim koordinasi pembinaan melaporkan kebdakan
optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada

Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan
dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagake{ aan di Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial
ketenagakeqjaan di Daerah bersumber da::i:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja Lemt,ang; dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24
(1) Setiap Pemberi Keqa dan/atau Pekery'a yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:
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a. teguran tertulis;
b. denda; danlatau
c. tidak mendapatkan pelayanan publlk tertentu.

(3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

kepada Pemberi Ke{a sebagaimana dimaksud pada

ayal (2\ huruf c, meliputi:
a. perizinan terkait usaha;

b. izin yang diperlukan dalam mengihrti tender proyek;

c. izin mempekerjakan tenaga keda asring;

d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

e. persetujuan bangunan Gedung; darL/ atau

f. pemberian insentif.
(4) Tata cara pengenaan sanksi adminislratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakm sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-unda:egan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tor4la Utara.

di l?antepao
tarl 9 September 2024
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S ANC
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